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ABSTRACT

Strict liability is a legal principle whereby the perpetrator is responsible for the losses incurred without the
need to prove fault. This study aims to determine the application of strict liability in law enforcement against
environmental polluters, the obstacles encountered in implementing strict liability, and the regulation of the
strict liability principle in environmental law regulations. A normative legal research method is used. The
application of strict liability to environmental polluters can be realized through the imposition of criminal
sanctions as a form of legal relationship to environmental crimes. Lack of legal awareness among business
actors regarding the obligation to protect the environment is one factor hindering the implementation of
strict liability. Legislation regarding strict liability is not limited to a single regulation; however, the
Environmental Management Law (UUPPLH) (which has been accommodated by the Job Creation Law)
remains the primary legal basis for strict liability
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ABSTRAK

Strict liability merupakan prinsip hukum dimana pelaku bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan
tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strict
liability dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan kendala yang dihadapi
dalam menerapkan strict liability terhadap pelaku pencemaran lingkungan, serta pengaturan prinsip strict
liability dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan. Dengan menggunakan metode
penelitian hukum normatif. Penerapan strict liability terhadap pelaku pencemaran lingkungan dapat
diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana sebagai bentuk relasi hukum terhadap tindak pidana di bidang
lingkungan. Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap kewajiban menjaga lingkungan
menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan strict liability. Pengaturan perundang-undangan
tentang strict liability tidak hanya diatur dalam satu pengaturan saja, meski demikian UUPPLH (yg telah
diakomodasi oleh UU CIPTAKER) tetap menjadi landasan hukum yang utama mengenai strict liability.

Kata Kunci : Strict liability, hukum, lingkungan

PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG

Di indonesia, konsep strict liability telah dikenal dan diatur dalam beberapa peraturan
perundang-undangan khusus diluar KUHP. Misalnya undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88 menegaskan bahwa setiap orang atau
badan usaha yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib
bertanggung jawab mutlak tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan. Dalam perlindungan
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lingkungan hidup banyak kasus terkait efek pencemaran yang bersifat kumulatif, sulit dipulihkan
dan dapat menimpa pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas penyebab
pencemaran lingkungan sehingga menuntut mekanisme penegakan hukum yang efektif dan
preventif.

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip
hukumnya.! Sebagai negara hukum Indonesia menempatkan hukum sebagai pedoman utama
dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, Dalam doktrin klasik hukum pidana,
pemidanaan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan yang
melekat pada diri pelaku, baik berupa dolus (kesenjangan) maupun culpa (kealpaan).? Hal ini
tercermin dalam asas fundamental green straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) yang
menjadi prinsip dasar pemidanaan di Indonesia sebagaimana juga dianut dalam kitab undang-
undang hukum pidana. Perkembangan hukum pidana modern menunjukan adanya pergeseran
paradigma dalam memahami konsep sebagai pertanggung jawaban pidana. Secara klasik, asas
hukum pidana yang dikenal dengan prinsip “acta non facit reum nisi mens sit rea’”’ menegaskan
bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahana tau niat jahat dari
pelaku.> Namun dengan adanya perkembangan terutama di bidang ekonomi, lingkungan dan
perlindungan konsumen, memunculkan kebutuhan akan bentuk pertanggungjawaban pidana yang
tidak selalu bergantung pada adanya niat atau kelalaia pelaku.*

Dalam praktik penegakan hukum modern muncul doktrin strict liability
(pertanggungjawaban tanpa kesalahan) yang menempatkan beban pidana hanya pada pembuktian
terjadinya perbuatan yang dilarang. membuktikan adanya mens rea. Penerapan strict liability
sering dimotivasi dengan tujuan perlindungan publik, pencegahan risiko besar masalah
lingkungan, keselamatan publik, pangan, dan kemudahan pembuktian terutama terhadap korporasi
yang sulit dibuktikan unsur mentalnya.’

Namun, perkembangan masyarakat modern menghadirkan tantangan baru bagi hukum
pidana, terutama dalam menghadapi tindak pidana yang berdampak luas terhadap kepentingan
publik, seperti pencemaran lingkungan, pelanggaran perlindungan konsumen, kejahatan
korporasi dan tidak pidana ekonomi

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari,
menganalisis, dan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum. Dalam arti luas
penelitian hukum merupakan proses sistematis untuk memahami hukum, baik dalam bentuk aturan
tertulis maupun dalam praktik penerapannya. Peter M Marzuki mengatakan penelitian hukum
adalah suatu proses untuk menemaukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.® Dalam penelitian ini penulis menggunakan

'Brahmantyo Rasyidi, dkk, Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penuntutan TIndak Pidana
Lingkungan Oleh Korporasi, Jurnal Hukum dan IImu Sosial Vol.01 No.02 April 2023 hlm 42, Diakses pada tanggal
16 September 2025 di link

2 Dr. Tofik Y. Chandra, S.H., M.H, Hukum Pidana, Cet.1, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022 hlm 44

3 Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: RIneka Cipta, 2015, hlm 59

4 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2018, him 67

> Septa Candra, Pembaharuan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional
Yang Akan Datang, Jurnal Cita Hukum Vol.1 No.I Juni 2013, hlm 39-55. Diakses pada tanggal 19 September 2025

di link
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penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder.” Menurut Peter M Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu
proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.® Dan disebut juga sebagai penelitian doktrinal,
dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan
berperilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL

Prinsip strict liability adalah suatu konsep dalam hukum lingkungan yang menyatakan
bahwa pelaku usaha atau kegiatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul
akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan.
Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup selalu menjadi persoalan tersendiri, penegakan
hukum yang lemah membuat lingkungan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Dalam kerangka sistem hukum nasional semakin jelas bahwa memiliki undang-undang saja tidak
cukup dan bahkan dalam sistem dimana ketentuan hukum pidana ditegakkan secara efektif, hukum
pidana saja tidak akan pernah cukup untuk menciptakan penegakan hukum yang baik.’

Dalam strict liability seseorang bisa dipidana meskipun tidak ada unsur kesengajaan atau
kelalaian dalam perbuatannya. Yang menjadi fokus bukanlah niat atau sikap batin pelaku
pencemaran lingkungan melainkan telah terjadi perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

pengecualian dari prinsip dasar hukum pidana yang mensyaratkan bahwa adanya kesalahan
sebagai syarat pemidanaan. Ini adalah bentuk “liability without fault” dan hanya digunakan secara
terbatas untuk kepentingan tertentu, seperti perlindungan masyarakat atau lingkungan. '

Dalam penerapannya terhadap pelaku pencemaran lingkungan, prinsip ini diatur dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
namun ada beberapa ketentuannya yang telah di ubah oleh Undang-undang cipta kerja. Dalam
ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab secara mutlak atas
kerugian yang terjadi. Sehingga ketika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat
aktivitas tertentu, korban tidak perlu lagi membuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha.
Pasal 88 UUPPLH dan Pasal 21 UU CIPTAKER menjadi dasar utama penerapan strict liability,
ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku pencemaran lingkungan tidak dapat mengelak dengan
alasan tidak ada unsur kesalahan, artinya cukup terbukti adanya dampak kerusakan lingkungan,
maka pelaku harus bertanggung jawab.

7 Soerjono Soekanto, dkk, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013, hlm 13

8 Peter M. Marzuki, Op.Cit him 35

% Diah Ayuh Rachma, dkk, Penerapan Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jurnal
Yudisial Vol. 16 No.1 April 2023 hlm 104. Diakses pada tanggal 14 Maret 2026 di Link

10 Fiki Muzaki Makhron, dkk, Penerapan Teori Strict Liability Dalam Tindak Pidana Pencemarann Lingkungan

Dikaitkan Dengan Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmu Hukum
Humaniora dan Politik Vol.6 No.1 2025 hlm 449.

Diaskes pada tanggal 15 Maret 2026 di Link
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KESIMPULAN

1. Dalam penerapannya strict liability terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup, terdapat sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan, penerapannya berkaitan
erat dengan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap dampak kegiatan yang
menimbulkan kerugian lingkungan apabila kegaitan tersebut menyebabkan pencemaran
serius atau membahayakan kesehatan manusia serta lingkungan hidup maka pelaku dapat
dikenai sanksi pidana. Penerapan strict liability terhadap pelaku pencemaran lingkungan
dapat diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana sebagai bentuk relasi hukum terhadap
tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Namun dalam penerapannya walaupun unsur
kesalahan tidak perlu dibuktikan tetapi harus tetap membuktikan bahwa kerugian yang
dialami akibat dari kegiatan pelaku pencemaran lingkungan.

2. Secara keseluruhan kendala dalam penerapan strict liability di Indonesia mencakup aspek
hukum, teknis, kelembagaan, politik, hingga sosial. Kendala dan hambatan tersebut
menyebabkan prinsip strict liability ini belum berjalan optimal sebagaimana yang
diharapkan. Kendala yang dipaparkan meliputi perbedaan pemahaman aparat penegak
hukum terhadap konsep strcit liability kesulitan dalam membuktikan hubungan sebab
akibat antara kegiatan pelaku usaha dengan pencemaran lingkungan. Kurangnya kesadaran
hukum dari pelaku usaha terhadap kewajiban menjaga lingkungan juga menjadi salah satu
faktor yang menghambat penerapan strict liability secara efektif.

3. Dalam pengaturan perundang-undangan tentang strict liability tidak hanya diatur dalam
satu pengaturan saja melainkan dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan perundang-
undangan lainnya seperti UUPPLH (yang beberapa peraturannya sudah diakomodasi oleh
UU CIPTAKER), PERMA No.l Tahun 2023 yang mengatur pedoman mengadili perkara
lingkungan hidup yang menyangkut penerapan strict liability. UU No.4 Tahun 2009 yang
mengatur tentang kewajiban reklamasi dan pascatambang serta berbagai pengaturan teknis
mengenai pengelolaan limbah B3. UU No.10 Tahun 1997 yang mengatur tanggung jawab
mutlak bagi pemegang izin pemanfaatan tenaga nuklir atas kerugian yang ditimbulkan oleh
kecelakaan nuklir. Namun walaupun pengaturannya terdapat di beberapa pengaturan
perundang-undangan akan tetapi UUPPLH (telah di akomodasi UU CIPTAKER) telah
menjadi landasan hukum yang utama dan paling komprehensif dalam mengatur prinsip
strict liability untuk pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum,
kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang
merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula
penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai
kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.!’
Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan
nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk
mencipatakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pegaulan hidup. Hakikat dari
penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan
dan kebenaran.'? Sedangkan menurut Jimly Asshiddigie, bahwa penegakan hukum adalah proses

' Satjipto Raharjo, Hukum Dan Masyarakat, Cet Terakhir, Bandung: Angkasa, 1980, hlm 15
12 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta: Bina Citra, 1983, him 13
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dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.'® Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide
tentang keadilan, kepastian hukum dan kesehagteraan. Secara fundamental, penegakan hukum
adalah implementasi dari suatu konsep. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan
norma hukum sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam
kehidupan sosial dan pemerintahan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan
ide-ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan.'* Penegakan hukum
merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
sosial menjadi kenyataan. Teori penegakan hukum menurut soerjono soekanto adalah suatu upaya
yang dilakukan secara angsung ataupun tidak langsung yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-
nilai, kaidah dan perilaku untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum karena dapat dilihat
dari penjelasan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa dapat membantu menjelaskan
bagaimana hukum diimplementasikan dalam kenyataan, bukan hanya pada level norma. Untuk
melihat bagaimana strict liability berlaku bagi pelaku pencemaran lingkungan sehingga penelitian
perlu memahami hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum, faktor-faktor yang
mendukung efektivitas penegakan sehingga kesesuaian norma strict liability dengan praktik
lapangan serta efektivitasnya dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Melalui teori
penegakan hukum khususnya yang dikemukakan oleh soejono soekanto mengenai faktor-faktor
yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi substansi hukum, struktur atau aparat
penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, peneliti dapat mengidentifikasi
sejauh mana ketentuan strict liability dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dapat diterapkan untuk menjerat pelaku pencemaran lingkungan serta apa saja
hambatan yang muncul dalam proses tersebut.
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